PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
REPUBLI K | NDONESI A ( PERPU)
NOMOR 56 TAHUN 1960 (56/ 1960)
TENTANG
PENETAPAN LUAS TANAH PERTAN AN

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni nbang

a. bahwa perlu ditetapkan luas maksinmum dan mninum tanah
pertani an sebagai yang di maksud dal am pasal 17 Undang- undang
No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- pokok Agraria
(Lenbar an- Negara tahun 1960 No. 104);

b. bahwa ol eh karena keadaan nenmaksa soal tersebut diatur dengan
Per at ur an Peneri ntah Pengganti Undang- undang;

Mengi ngat :

a. pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar;

b. pasal 2, 7, 17 dan 53 Undang-undang No. 5 tahun 1960
(Lenbar an- Negara tahun 1960 No. 104);

Mendengar :
Misyawar ah Kabi net Kerja pada tanggal 28 Desenber 1960.

VEMUTUSKAN:

Menet apkan
Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang tentang penetapan | uas
t anah pertani an.

Pasal 1.

(1) Seorang atau orang-orang yang dal am penghi dupannya merupakan
sat u kel uarga bersama-sama hanya di per bol ehkan nenguasai tanah
pertani an, baik mlik sendiri atau kepunyaan orang |ain atau-
di kuasai seluruhnya tidak boleh lebih dari 20 hektar, baik
sawah, tanah kering maupun sawah dan tanah keri ng.

(2) Dengan nengi ngat keadaan daerah yang sangat khusus Menteri
Agraria dapat nenanbah |uas maksi num 20 hektar tersebut pada
ayat (1) pasal ini dengan paling banyak 5 hektar.

Pasal 3.

O ang-orang dan kepal a-kepal a kel uarga yang anggota-anggota
kel uar ganya nenguasai tanah pertani an yang jum ah |uasnya nel ebi hi
| uas maksi mum waji b nel aporkan hal itu kepada Kepal a Agraria Daerah
Kabupat en/ Kot a yang bersangkut an di dal am waktu 3 bul an sejak mul ai
ber| akunya Peraturan ini. Kalau dipandang perlu naka jangka waktu
t er sebut dapat diperpanjang oleh Menteri Agrari a.

Pasal 4.

G ang atau orang-orang sekeluarga yang nemliki t anah
pertani an yang jum ah | uasnya nel ebi hi |uas nmaksi mum di | arang unt uk



mem ndahkan hak-m i knya atas seluruh atau sebagi an tanah tersebut,
kecuali dengan izin kepala Agraria Daerah Kabupaten/Kota yang
ber sangkutan. Izin tersebut hanya dapat diberikan jika tanah yang
haknya di pi ndahkan itu tidak nelebihi |uas nmaksi num dan dengan
nmenper hati kan pul a ketentuan pasal 9 ayat (1) dan (2).

Pasal 5.

Penyel esai an nengenai tanah yang nerupakan kel ebi han dari | uas
maksi mum di atur dengan Peraturan Penerintah. Penyel esai an tersebut
di | aksanakan dengan menper hat i kan kei ngi nan fi hak yang
ber sangkut an.

Pasal 6.

Bar angsi apa sesudah mnul ai berl akunya Peraturan ini nenperol eh
tanah pertanian, hingga tanah pertani an yang di kuasai ol ehnya dan
anggot a- anggota kel uarganya berjum ah lebih dari |uas maksinum
waj i b berusaha supaya paling lanbat 1 tahun sejak diperolehnya
tanah tersebut jum ah tanah pertanian yang dikuasai itu |uasnya
ti dak nel ebi hi batas maksi mum

Pasal 7.

(1) Barangsi apa nenguasai tanah pertani an dengan hak-gadai yang pada
mul ai berl akunya Peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau
lebih wajib nengenbalikan tanah itu kepada pemliknya dal am
waktu sebul an setel ah tananman yang ada sel esai di panen, dengan
ti dak ada hak untuk nmenuntut penbayaran uang tebusan

(2) Mengenai hak-gadai yang pada nulai berlakunya. Peraturan ini
bel um berl angsung 7 tahun, nmaka pem |ik tanahnya berhak untuk
mem ntanya kenbali setiap waktu setelah tanaman yang ada
sel esai dipanen, dengan nenbayar uang tebusan yang besarnya
di hi tung nenurut runus:

(7 + A - wakt u ber | angsungnya hak- gadai 7
X uang gadai
7
dengan ketentuan bahwa  sewaktu-waktu hak- gadai itu telah

berl angsung 7 tahun naka penegang gadai wajib nengenbalikan
tanah tersebut tanpa penbayaran uang tebusan, dalam waktu
sebul an set el ah tanaman yang ada sel esai di panen.

(3) Ketentuan dalam ayat (2) pasal ini berlaku juga terhadap hak-
gadai yang di adakan sesudah nul ai berl akunya Peraturan ini.

Pasal 8.

Penerintah nengadakan usaha-usaha agar supaya setiap petani
sekeluarga nemliki tanah pertani an m ni mum 2 hektar.

Pasal 9.



(1) Pem ndahan hak atas tanah pertani an, kecuali penbagi an wari san,
di | arang apabila pem ndahan hak itu mengakibatkan tinbul nya
atau berl angsungnya pem | ikan tanah yang | uasnya kurang dari 2
hektar. Larangan termaksud tidak berlaku, kalau sipenjual
hanya mem |i ki bi dang tanah yang | uasnya kurang dari 2 hektar
dan tanah itu dijual sekaligus.

(2)Jika dua orang atau | ebi h pada waktu nulai berl akunya Per aturan
ini memliki tanah pertanian yang |uasnya kurang dari 2 hektar
di dal am waktu 1 tahun nmereka itu wajib nenunjuk sal ah seorang
dari antaranya yang sel anjutnya akan nmem|liki tanah itu, atau
nmem ndahkannya kepada fihak |ain, dengan nengingat ketentuan

ayat (1).
(3)Jika nereka yang dinmaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak
nmel aksanakan kewaj i ban t er sebut di at as, maka dengan

nmenper hati kan kei ngi nan nereka Menteri Agraria atau pejabat
yang ditunjuknya, menunjuk salah seorang dari antara nereka
itu, yang selanjutnya akan nmemliki tanah yang bersangkutan,
at aupun nenj ual nya kepada fi hak | ain.

(4) Mengenai bagi an wari san tanah pertani an yang | uasnya kurang dari
2 hektar, akan diatur dengan Peraturan Penerint ah.

Pasal 10.

(1) O pi dana dengan hukuman kurungan selama-lama 3 bul an dan/at au
denda sebanyak-banyaknya Rp. 10. 000, -;
a. barangsi apa nel anggar | arangan yang tercantum dal am pasal 4;
b. barangsi apa ti dak nel aksanakan kewaj i ban tersebut pada pasal 3, 6
dan 7 (1):

c. barangsi apa nel anggar | arangan yang tercantum dal am pasal 9 ayat
(1) atau tidak nelaksanakan kewajiban tersebut pada
pasal itu ayat (2).

(2) Tindak pidana tersebut pada ayat (1) pasal ini  adal ah
pel anggar an.

(3)Jika terjadi tindak pidana sebagai yang di naksud dal am ayat (1)
huruf a pasal ini naka pem ndahan hak itu batal karena hukum
sedang tanah yang bersangkutan jatuh pada Negara, tanpa hak
unt uk nmenuntut ganti -kerugi an berupa apapun.

(4)Jika terjadi tindak pidana sebagai yang di naksud dal am ayat (1)
huruf b pasal ini, maka kecuali didalam hal termaksud dal am

pasal 7 ayat (1) tanah yang selebihnya dari |uas maksinmm
jatuh pada Negara yaitu jika tanah tersebut semuanya mlik
ter hukum dan/ at au anggot a- anggot a kel uar ganya, dengan

ketentuan bahwa ia diberi kesenpatan untuk mengenukakan
kei ngi nannya nengenai bagian tanah yang mana yang akan
di kenakan ketentuan ayat ini. Mengenai tanah yang jatuh pada
Negara itu tidak berhak atas ganti-kerugi an berupa apapun.

Pasal 11.

(1) Peraturan Penerintah yang disebut dal am pasal 5 dan dal am pasa
12  dapat nmenberi kan ancaman pidana atas pel anggaran
per at ur annya dengan hukuman kurungan sel ama-|lamanya 3 bul an
dan/ at au denda sebanyak- banyaknya Rp. 10. 000, -

(2) Tindak pidana yang dinaksud dalam ayat (1) pasal ini adal ah



pel anggar an.
Pasal 12.

Maksi mum | uas dan juni ah tanah unt uk perunmahan dan penbangunan
| ai nnya serta pelaksanaan selanjutnya dari Peraturan Penerintah
Pengganti Undang-undang i ni diatur dengan Peraturan Penerintah.

Pasal 13.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1961.

Agar supaya setiap orang dapat nengetahui nya nenerintahkan
pengundangan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini
dengan penenpat an dal am Lenbar an- Negar a Republ i k | ndonesi a.

Dt etapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desenber 1960.
Presi den Republ ik I ndonesi a,

ttd.
SCEKARNO
D undangkan di Jakarta

pada tanggal 19 Desenber 1960.
Pej abat Sekretaris Negara,

ttd.
SANTCSO.

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
NOMOR 56 TAHUN 1960
TENTANG
PENETAPAN LUAS NMAKSI MUM DAN M NI MUM TANAH

PERTANI AN
UMM
(1) Dal am rangka nenbangun masyarakat yang adil dan  makmur

ber dasar kan Pancasi | a, Undang- undang Pokok Agraria

(Undang-undang No. 5 tahun 1960) nenetapkan dalam pasal 7,
bahwa agar supaya tidak nerugi kan kepentingan unum naka
pem | i han dan penguasaan tanah yang nelanpaui batas tidak
di per kenankan. Keadaan masyarakat tani | ndonesia sekarang ini
i al ah, bahwa kurang |ebih 60% dari pada petani adal ah petani
tidak bertanah. Sebagian nereka itu nerupakan buruh tani,
sebagi an | ai nnya nengerjakan tanah orang |ain sebagai penyewa
atau penggarap dalam hubungan perjanjian bagi-hasil. Para
pet ani yang nenpunyai tanah (sawah dan/atau tanah Kkering)
sebagi an terbesar nasing-masi ng tanahnya kurang dari 1 hektar



(rata-rata 0,6 ha sawah atau 0,5 ha tanah kering) yang terang
tidak cukup untuk hidup vyang |layak. Tetapi disanping
pet ani - petani yang tidak bertanah dan yang bertanah tidak
cukup itu, kita ] unpai pet ani - pet ani yang nmenguasa
t anah-t anah pertani an yang | uasnya ber pul uh- pul uh,
beratus-ratus bahkan Dberibu-ribu hektar. Tanah-tanah itu
senuanya di punyai nereka dengan hak mlik, tetapi kebanyakan
di kuasai nya dengan hak gadai atau sewa. Bahkan tanah-tanah
yang dikuasai dengan hak-gadai dan sewa inilah nerupakan
bagi an yang terbesar. Kalau hanya nelihat pada tanah-tanah
yang dipunyai dengan hak mlik nenurut catatan di Jawa,
Madura, Sul awesi Selatan, Bali, Lonbok hanya terdapat 5.4000
orang yang nenpunyai sawah yang |l uasnya | ebih dari 20 hektar).
Mengenai tanah kering yang nenpunyai lebih dari 10 hektar
adal ah 11.000 orang, diantaranya 2.700 orang yang menpunya
[ ebih dari 20 hektar. Tetapi nmenurut kenyataannya jauh |ebih
banyak jum ah orang yang nenguasai tanah |ebih dari 10 hektar
dengan hak gadai atau sewa. Tanah-tanah itu berasal dari
t anah-t anah kepunyaan para tani yang tanahnya tidak cukup
tadi, yang karena keadaan terpaksa nenggadai kan atau
menyewakan kepada orang-orang yang kaya tersebut. Biasanya
orang-orang yang nenguasai tanah-tanah yang luas itu tidak
dapat nengerjakan sendiri. Tanah-tanahnya di bagi-hasil kan
kepada petani-petani yang tidak bertanah atau yang tidak cukup
t anahnya. Bahkan tidak jarang bahwa dal am hubungan gadai para
pem ik yang nenggadai kan tanahnya itu kenudian nenjadi
penggar ap tanahnya sendiri sebagai penbagi-hasil. Dan tidak
jarang pula bahwa tanah-tanah yang luas itu tidak diusahakan
("dibiarkan terlantar") oleh karena yang nenguasai nya tidak
dapat nengerj akan sendiri, hal mana terang bertentangan dengan
usaha unt uk nmenanbah produksi bahan nakanan

2. Bahwa ada orang-orang yang nenpunyai tanah yang berl ebi h-1 ebi han
sedang yang sebagian terbesar |ainnya tidak nenpunyai atau
tidak cukup tanahnya adal ah terang bertentangan dengan azas
sosi ali snme |ndonesia, yang nenghendaki penbagi an yang nerata
atas sunber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah itu,

agar ada penbagian yang adil dan nerata pula dari hasil
tanah-tanah tersebut. D kuasai nya tanah-tanah yang |uas
di tangan sebagian kecil para petani itu nmenbuka pula

kemungki nan di | akukannya praktek-praktek penerasan dal am
segal a bentuk (gadai, bagi-hasil dan |ain-lainnya), hal nana
bert ent angan pul a dengan prinsip sosialisnme |Indonesi a.

(3) Ber hubung dengan itu maka disanping usaha untuk nenberi tanah
pertani an yang cukup luas, dengan jalan nenbuka tanah secara
besar-besaran diluar Jawa dan nenyel enggarakan transm grasi
dari daerah-daerah yang padat. Undang-undang Pokok Agraria
dal am rangka penbangunan rnasyarakat yang sesuai dengan
azas-azas sosialisne Indonesia itu, mnemandang perlu adanya
bat as- bat as maksi num t anah pertani an yang bol eh di kuasai suatu
kel uarga, baik dengan hak mlik maupun dengan hak yang I ain.
Luas rmaksi num tersebut menurut Undang-undang Pokok Agraria



harus ditetapkan dengan peraturan perundangan didal am waktu
yang singkat [pasal 17 ayat (1) dan (2)]. Tanah-tanah yang
nmer upakan kel ebi han dari maksimum itu di anbil ol eh Penerintah
dengan ganti-kerugi an, untuk selanjutnya dibagi kan kepada
rakyat petani yang nenbutuhkan nenurut ketentuan-ketentuan
dal am Peraturan Penerintah [pasal 17 Undang-undang Pokok
Agraria ayat (3)]. Dengan demkian maka pemlikan tanah
pertani an selanjutnya akan l|lebih nerata dan adil. Selain
menenuhi syarat keadil an nmaka tindakan tersebut akan ber aki bat
pul a bertanbahnya produksi, karena para penggarap tanah-tanah
itu yang telah nenjadi pemliknya, akan |ebih giat didalam
nmenger j akan usaha pertani annya.

(4) Sel ai n luas maksi num Undang- undang Pokok Agraria nemandang perlu
pul a di adakannya penetapan |uas m ni nrum dengan tujuan supaya
tiap keluarga petani nenpunyai tanah yang cukup |uasnya untuk
dapat nencapai taraf penghi dupan yang | ayak. Berhubung dengan
ber bagai faktor yang belum nenungkinkan di capainya batas
mnimum itu sekaligus dalam waktu yang singkat, rmnaka
di t et apkan, bahwa pel aksanaannya akan dil akukan secara
ber ansur - angsur (Undang-undang Pokok Agraria pasal 17 ayat 4),
artinya akan diselengggarakan taraf dem taraf. Pada taraf
per mul aan mnaka penetapan mninmum bertujuan untuk nencegah
di | akukannya penecahan tanah l|ebih lanjut, karena hal yang
demkian itu akan nenjauhkan kita dari usaha untuk
nmenpertinggi taraf hidup petani sebagai yang di maksudkan
di atas. Penetapan m ninmumtidak berarti bahwa orang-orang yang
nmenpunyai tanah kurang dari batas itu akan dipaksa untuk
nmel epaskan t anahnya.

(5) Kiranya tidak nenerlukan penjelasan, bahwa untuk nenpertinggi
taraf hidup petani dan taraf hidup rakyat pada unumya,
ti dakl ah cukup dengan di adakannya penetapan | uas maksi num dan
m ni rum saj a, yang diikuti dengan penbagi an kenbali
t anah-t anahnya yang nel ebi hi nmaksimum itu. Agar supaya dapat
di capai hasil sebagai yang diharapkan naka usaha itu perlu
di sertai dengan tindakan-tindakan |ainnya, m salnya penbukaan
tanah-tanah pertanian baru, transmgrasi, industrialisasi,
usaha- usaha untuk nenpertinggi produktiviteit (intensifikasi),
persedi aan kredit yang cukup yang dapat diperoleh pada
waktunya dengan nudah dan mnurah serta tindakan-tindakan
| ai nnya.

(6) Menurut pasal 17 Undang-undang Pokok Agraria |uas maksi mum dan
mnimum itu harus diatur dengan peraturan perundangan. | ni
berarti bahwa diserahkanlah pada kebijaksanaan Penerintah
apakah hal itu akan diatur oleh Penerintah sendiri dnegan
Per aturan Penerintah atau ber sana- sama Dewan Perwakil an Rakyat
dengan Undang- undang. Mengi ngat akan pentingnya rmasal ah
tersebut Penerintah berpendapat bahwa soal itu sebaiknyal ah
di atur dengan peraturan yang bertingkat Undang-undang. Dal am
pada itu karena keadaannya nenmaksa ki ni diaturnya Peraturan
Pereri ntah Pengganti Undang-undang.



(7) a.Luas neksi num ditetapkan untuk tiap-tiap daerah tingkat 11
dengan nengi ngat keadaan daerah nmasing-nmasing dan
faktor-fakt or sebagai

1.t ersedi anya tanah-tanah yang nasi h dapat di bagi .

2. kepadat an penduduk.

3.jenis-jenis dan kesuburan tanahnya (diadakan perbedaan antara
sawah dan tanah-kering, diperhatikan apakah ada
perairan yang teratur atau tidak).

4. besarnya wusaha tani yang sebai-baiknya ("the best farnsize")
menurut kemanpuan satu kel uarga, dengan nengerj akan
beberapa buruh tani.

5.tingkat kemajuan tehni k pertani an sekarang ini.

Dengan nenperhati kan hal-hal tersebut diatas yang berbeda-beda
keadaannya di berbagai daerah di Negara kita ini, naka
di adakanl ah perbedaan antara daerah-daerah yang padat
dan tidak padat. Daerah-daerah yang padat dibagi |agi
dal am daerah yang sangat padat, cukup padat dan kurang
padat. Pula diadakan perbedaan antara batas untuk sawah
dan tanah kering. Untuk tanah kering batasnya adal ah
sama dengan batas untuk sawah ditanbah dengan 20%
di daer ah- daer ah yang padat dan dengan 30%
di daer ah- daerah yang tidak padat.

Sebagai mana tercantum dal am pasal 1 ayat (2) naka penetapan
maksi mum itu i al ah pal i ng banyak (yaitu unt uk
daer ah- daerah yang tidak padat) 15 hektar sawah atau 20
hektar tanah kering. Untuk daerah-daerah yang sangat
padat maka angka- angka itu adal ah masi ng-masi ng 5 hekt ar
dan 6 hektar. Jika sawah dipunyai bersanma-sama dengan
tanah kering maka batasnya adalah paling banyak 20
hektar, bai k di daerah yang padat maupun tidak padat .

b. Yang nenentukan luas maksinum itu bukan saja tanah-tanah

mliknya sendiri, tetapi juga tanah-tanah kepunyaan
orang | ain yang di kuasai dengan hak gadai, sewa dan lain
sebagai nya seperti yang dinmaksudkan diatas. Tetapi

tanah-tanah yang dikuasai dengan hak guna-usaha atau
hak-hak 1|ainnya yang bersifat senentara dan terbatas
(m sal nya hak pakai) yang didapat dari Penerintah tidak
terkena ketentuan mnaksinmum tersebut. Letak tanah-tanah
itu tidak perlu nesti disatu tenpat yang sama, tetapi
dapat pula di beberapa daerah, msalnya diduda atau tiga
Daerah tingkat Il yang berl ai nan.

c. Penet apan | uas maksi num nemakai dasar kel uarga, biarpun yang
berhak atas tanahnya mnungkin seorang-seorang. Berapa
jum ah luas tanah yang dikuasai ol eh anggota-anggota
dari suatu keluarga, itulah yang nenentukan naksimm
luas tanah keluarga itu. Junmtah anggota kel uarga
ditetapkan paling banyak 7 orang. Jika jum ahnya
nmel ebi hi 7 orang nmaka bagi keluarga itu luas maksinmum
untuk setiap anggota keluarga yang selebihnya ditanbah
10% tetapi jum ah tanbahan tersebut tidak boleh |ebih
dari 50% sedangkan juni ah tanah pertani an yang di kuasa



(8) Luas

Unt uk

(9)

sel uruhnya tidak boleh [ ebih dari 20 hektar, baik sawah,
tanah kering maupun sawah dan tanah. M salnya untuk
kel uarga didaerah tidak padat (dengan batas naksi num 15
hektar) vyang terdiri dari 15 anggota, nmaka batas
maksi mummya di hi tung sebagai berikut. Jum ah tanbahannya
8 X 10% X 15 hektar sawah, tetapi tidak boleh |ebih dari
7,5 hektar - 22,5 hektar. Tetapi oleh karena tanah yang
di kuasai seluruhnya tidak boleh dari 20 hektar, mnaka
[ uas maksi mum untuk keluarga itu ialah 20 hektar. Kal au
yang dikuasai itu tanah kering mnmaka keluarga tersebut
ti dak nendapat tanbahan |agi, karena batas buat tanah
kering untuk daerah yang tidak padat sudah ditetapkan 20
hekt ar .

d. Ket entuan mnaksi mum t ersebut hanya nengenai tanah pertani an.

Bat as untuk tanah perunmahan akan ditetapkan tersendiri
Dem ki an pul a | uas maksi mum unt uk badan- badan hukum

m ni rum ditetapkan 2 hektar, baik untuk sawah mnaupun
t anah-kering. Sebagai telah diterangkan diatas batas 2 hektar
itu nerupakan tujuan, yang akan di usahakan tercapai nya secara

dem taraf. Berhubung dengan itu maka dalam taraf

pertama  perlu di cegah di | akukannya  penecahan- penecahan
pem | i kan tanah yang bertentangan dengan tujuan tersebut.
itu maka di adakan penbatasan-penbatasan seperlunya didal am

pem ndahan hak yang berupa tanah pertanian (pasal 9).

Tanpa penbat asan- penbat asan itu nmaka di khawatirkan bahwa bukan

usaha wuntuk nmencapai batas mninum itu tidak akan

tercapai, tetapi bahkan kita akan tanbah nenjauh dari tujuan
t er sebut.

a. Dal am Peraturan ini diatur pula soal gadai tanah pertanian.

Yang di maksud dengan gadai ialah hubungan antara
seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain, yang
menpunyai utang uang padanya. Selama utang tersebut
bel um di bayar |unas nmaka tanah itu tetap berada dal am

penguasaan yang mem nj ankan uang tadi
("penmegang-gadai "). Selama itu hasil tanah seluruhnya
nmenj adi hak penegang- gadai, yang dengan dem ki an

mer upakan bunga dari utang tersebut. Penebusan tanah itu
t ergant ung pada kermauan dan kemanpuan yang nenggadai kan
Banyak gadai yang ber| angsung ber t ahun- t ahun,
ber pul uh- pul uh tahun, bahkan ada pula yang dilanjutkan
oleh para ahli-waris penggadai dan penegang- gadai
karena penggadai tidak manpu untuk nenebus tanahnya
kenbal i . (Dalam pada itu di beberapa daerah dikenal pula
gadai dinmana hasil| tanahnya tidak hanya nerupakan bunga,
tetapi nerupakan pula angsuran. Gadai demkian itu
di sebut "jual angsur". Berlainan dengan gadai-bi sa nmaka
dal am j ual - angsur setel ah | anpau beberapa waktu tanahnya
kenbal i kepada penggadai tanpa nenbayar uang tebusan).

Besarnya uang gadai tidak saja tergantung pada kesuburan tanahnya,

tetapi terutama pada kebutuhan penggadai akan kredit.
A eh karena itu tidak jarang tanah yang subur di gadai kan



dengan uang- gadai yang r endah. Bi asanya or ang
nmenggadai kan tanahnya hanya bila ia berada dal am keadaan
yang sangat nendesak. Jika tidak nendesak kebutuhannya
maka biasanya orang |ebih suka nenyewakan tanahnya.
Ber hubung dengan hal-hal diatas itu maka kebanyakan
gadai itu di adakan dengan i nbangan yang sangat merugi kan
penggadai dan sangat nenguntungkan pihak pel epas uang.
Dengan demkian maka teranglah bahwa gadai itu
menunj ukkan pr akt ek- pr akt ek pener asan, hal mana
bertent angan dengan azas sosialisne |Indonesia. deh
karena itu maka di dal am Undang-undang Pokok Agraria hak
gadai di masukkan dal am gol ongan hak-hak yang sifatnya
"sementara", yang harus diusahakan supaya pada waktunya
di hapuskan. Senentara bel um dapat di hapuskan maka hak
gadai harus diatur agar dihilangkan unsur-unsurnya yang
bersifat penerasan (pasal 53). Hak gadai itu baru dapat
di hapuskan maka hak gadai harus diatur agar dihil angkan
unsur-unsurnya yang bersifat penerasan (pasal 53). Hak
gadai itu baru dapat dihapuskan (artinya dilarang jika
sudah dapat disediakan kredit yang nencukupi keperluan
par a petani .

b. Apa yang diharuskan oleh pasal 53 Undang-undang Pokok
Agraria itu diatur sekaligus dalam Peraturan ini (pasa
7), karena ada hubungannya | angsung dengan pel aksanaan
ket ent uan nengenai penet apan naksi mum tersebut diatas.
Tanah-t anah yang sel ebi hnya dari maksi num dianbil ol eh
Penmerintah, vyaitu jika tanah itu mlik orang yang
ber sangkut an. Kal au t anah yang sel ebi hnya itu
t anah- gadai nmaka harus di kenbal i kan kepada yang enpunya.
D dal am pengenbal i an tanah-tanah gadai tersebut tentu
akan tinbul persoal an tentang penbayaran kenbali
uang- gadai nya. Per at ur an ini nmemecahkan per soal an
tersebut, dengan berpedoman pada kenyataan sebagai yang
tel ah diuraikan diatas. Yaitu, bahwa dalam prakteknya
hasil tanah yang diterima oleh penegang gadai adal ah
jauh nelebihi bunga yang |layak dari pada wuang yang
di pi nj ankan. Menur ut per hitungan maka uang gadai
rata-rata sudah diterima kenbali oleh penegang gada
dari hasil tanahnya dalam waktu 5 sanpai 10 tahun
dengan ditanbah bunga yang | ayak (10% . Berhubung dengan
itu maka ditetapkan bahwa tanah-tanah yang sudah di gada
selama 7 tahun (angka tengah-tengah diantara 5 dan 10
tahun) atau Ilebih harus dikenbalikan kepada yang
enpunya, tanpa kewajiban untuk mnenbayar uang tebusan.
Mengenai gadai yang berlangsung belum sanpai 7 tahun,
pul a mengenai gadai-gadai baru di adakan ket entuan dal am
pasal 7 ayat, 2 dan 3, sesuai dengan azas-azas tersebut
di at as.

(10) Kenrudi an agar ket entuan-ketentuan Peraturan ini dapat berjal an
dan di | aksanakan sebagai mana nesti nya, naka dal am pasal 10 dan
11 di adakan sanksi-sanksi pi dana seper| unya.



(11) Soal penberian ganti-kerugian kepada nereka yang tanahnya

dianbil oleh Penerintah, soal penbagian kenbali tanah-tanah
t er sebut dan hal - hal lain yang ber sangkut an dengan
penyel esai an tanah yang nerupakan kel ebi han dari | uas maksi mum
menurut pasal 5 akan diatur dengan Peraturan Penerintabh,
sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat 3 Undang-undang Pokok

Agrari a.

PENJELASAN PASAL DEM PASAL
Pasal 1.

Ayat 1 :Perkataan "orang" nmenunjuk pada nereka yang
bel uniti dak berkel uarga. Sedang "orang-orang"
menunj uk pada nereka yang ber sama- sama ner upakan
satu kel uarga. Siapa-siapa yang nenj adi anggot a
suatu kel uarga harus dilihat pada kenyataan dal am
penghi dupannya. Yang termasuk anggota suatu
kel uarga i alah yang masi h nenjadi tanggungan
sepenuhnya dari keluarga itu. Sebagai mana tel ah
di j el askan di dal am Penj el asan Umum angka (7b) naka
t anah-tanah yang di naksudkan itu bisa di kuasai
sendiri ol eh anggota kel uarga nmasi ng- masi ng,
tetapi dapat pul a di kuasai bersama(m salnya mlik
ber sama sebagai warisan yang belunftidak di bagi).
Tanah-tanah yang di kuasai itu bisa mliknya
sendiri bisa kepunyaan orang |ain yang di kuasai
dengan sewa, pakai atau gadai dan bisa mliknya
sendiri bersama kepunyaan orang | ain. Orang yang
menpunyai tanah dengan hak mlik atau hak gadai,
t anah mana ol ehnya di sewakan at au di bagi - hasi |l kan
kepada orang atau orang-orang | ain, termasuk dal am
pengerti an orang yang ..nenguasai " tanah tersebut
menurut pasal ini. Jadi pengertian "nmenguasai" itu
harus di arti kan bai k nenguasai secara | angsung,
maupun tidak | angsung.

Ayat 2 : Pokok-pokoknya sudah dijel askan di dal am Penj el asan
Urum angka (7a). Jika yang di kuasai itu sawah dan
t anah kering maka cara nenghitung maksi mummya
i al ah sebagai beri kut : M sal nya di daerah yang
kurang padat ol eh suatu kel uarga di kuasai 5 ha
sawah dan 9 ha tanah kering. Maka 5 ha sawah
di hitung nenjadi tanah kering yaitu 120% X 5 ha =
6ha. Jadi tanah yang di kuasai jum ah sama dengan 6
+ 9 ha = 15 ha tanah kering. Karena untuk daerah
yang kurang padat maksi nuitmya 12 ha tanah kering,
maka kel uarga itu harus nel epaskan 15 ha - 12 ha =
3 ha tanah keringnya. Dengan dem ki an naka
meksi rutmya i alah 5 ha sawah dan 6 ha tanah keri ng
atau 11 ha. Ji ka sawah yang akan dil epaskan maka 9
ha tanah kering itu dihitung nenjadi sawah, yaitu
sama dengan sawah 5/6 X 9 ha = 7,5. Dengan



dem ki an maka jum ah tanahnya adalah 5 ha + 7,5 ha
= 12,5 ha sawah. Karena untuk daerah tersebut

maksi rutmya 10 ha, naka sawah yang harus dil epaskan
adal ah 12,5 ha 10 ha = 2,5 ha. Bagi keluarga itu
maksi nrutmya nenj adi 2,5 ha sawah dan 9 ha tanah
kering atau 11,5 ha. Perlu nendapat perhatian
bahwa bagai manapun juga jum ah luas tanah sawah
dan tanah kering itu tidak boleh |l ebih dari 20 ha,
bai k di daerah yang padat maupun tidak padat.

Pasal 2.

Jum ah 7 orang adal ah rata-rata kel uarga | ndonesia sekarang
ini. Lebih lanjut sudah dijel askan dal am Penj el asan Unum angka
(7c).

Pasal 3.

Per kat aan "or ang-orang" nenunjuk kepada orang-orang yang
ti dak merupakan anggota sesuatu kel uarga. Bagi kel uarga-kel uarga
maka kewaj i ban | apor di bebankan kepada kepal a kel uarganya,
bi arpun tanah-tanah yang dil aporkan itu adal ah kepunyaan
anggot a- anggot a kel uarganya. Kepal a- kel uarga bi asa | aki -1 aki
at aupun wanit a.

Sudah barang tentu ketentuan dal am pasal ini tidak
mengur angi kewaj i ban penj abat - penj abat yang ber sangkut an unt uk
secara akti p nmengunpul kan ket er angan- ket erangan yang di naksudkan
itu.

Pasal 4.

Ket entuan ini bermaksud untuk nencegah jangan sanpai orang
menghi ndarkan diri dari aki bat penetapan |uas maksi nrum Bagi an
tanah yang sel ebi hnya dari maksi num nmenurut pasal 17
Undang- undang Pokok Agraria akan dianbil ol eh Penerintah, yang
kemudi an akan nengatur penbagi annya kepada para petani yang
menbut uhkan. Ber hubung dengan itu nmaka bagi an tersebut tidak
bol eh di ali hkan ol eh pem ik kepada fihak |ain. Adapun bagi an
tanah yang boleh terus dimliknya (yaitu sanpai |uas maksi num
sudah barang tentu bol eh diali hkannya kepada orang | ain, asal
peralihan itu tidak nengaki batkan hal - hal yang di ebut dal am pasal
9.

Dal am pada itu ol eh karena penetapan bagi an mana yang bol eh
terus dimlikinya itu menmerl ukan waktu, hingga pada waktu itu
mungki n bel um ada kepasti an apakah yang hanya akan dialihkan itu
termasuk bagi an tersebut atau tidak, maka peralihan itu
mener | ukan idzin Kepala Agraria Daerah yang bersangkutan. Kal au
yang dimliki itu msalnya 15 ha sawah di daerah yang kurang padat
(yang maksi mutmmya 10 ha) meka yang bol eh di al i hkan ol eh
pem | i knya ial ah paling banyak 10 ha, karena yang 5 ha sel ebi hnya
akan di anmbil ol eh Penerintah.

Perl u kiranya di perhati kan, bahwa yang terkena ol eh
ket entuan pasal ini ialah pem ndahan hak atas tanah mlik yang
mel anpaui maksi nrum Ji ka yang di kuasai itu tanah mlik dan tanah
gadai, m sal nya masi ng-masing 7 ha dan 5 ha, maka untuk



nmengal i hkan 7 ha tanah mlik tersebut tidak diperlukan idzin.

Pasal 5.

Li hat Penj el asan Unum angka (11).

Ki ranya sudahl ah sel ayaknya jika di perhatikan kei ngi nan
fi hak-fi hak yang bersangkutan (yaitu nmereka yang tanahnya di anbi l
ol eh Penerintah itu) nengenai penentuan bagi an tanah yang nana
akan di anmbil ol eh Penerintah dan yang mana bol eh di kuasai nya
terus. Dalam pada itu Penerintah tidak terikat pada keingi nan
yang di aj ukan itu. M sal nya tidakl ah akan di perhati kan kei ngi nan
yang ber maksud supaya yang di anbi|l ol eh Pemerintah hanya
bagi an- bagi an tanah yang tidak dapat ditanam.

Pasal 6.

Menper ol eh tanah nmenurut pasal ini bisa karena penbelian
ataupun pewari san hi bah, perkaw nan dan | ai n sebagai nya. M sal nya
di daerah yang tidak padat seorang nenguasai sawah dengan hak
mlik seluas 10 ha dan hak gadai 5 ha. Kenudian ia nenbeli sawah
5 ha.

Di dal am waktu 1 tahun ia diwajibkan untuk nmel epaskan 5 ha,

m sal nya senua tanah yang di kuasai nya dengan hak gadainya itu
atau sebagi an tanah gadai dan sebagi an tanah mli knya.

Pasal 7.

Azasnya sudah dij el askan di dal am Penj el asan Umum angka (9b).
Mengenai ketentuan ayat 2 dapat di kemukakan cont oh sebagai
beri kut. Uang gadai 14.000,- dan gadai sudah berl angsung 3 tahun.
Maka uang tebusannya i al ah

7% - 3 X Rp. 14.000,- = Rp. 9.000,- 7

Hasi| yang diterima penegang gadai sel ama 3 tahun di anggap
sebagai 3 kali angsuran @Rp. 20.000,- ditanbah bunganya.

Fakt or Y% adal ah di maksud sebagai ganti kerugian, 7

bi | a gadai nya tidak berl angsung sanpai 7 tahun. Dal am pada itu
ti dak ada keharusan bagi penggadai untuk nenebus tanahnya
kenbal i . Ketentuan-ketentuan pasal ini tidak hanya nengenai

t anah-tanah gadai yang harus di kenbal i kan, tetapi nengatur gadai
pada unumya

Pasal 8.

Sudah di j el askan dal am Penj el asan Urum angka (4) dan (8).
Usaha- usaha yang harus dij al ankan untuk nmencapai tujuan, supaya
setiap kel uarga petani nenpunyai tanah 2 ha itu ialah terutana
ext ensi fi kasi tanah pertanian dengan penbukaan tanah secara
besar - besaran diluar Jawa, transm grasi dan industrialisasi.
Tanah 2 ha itu bisa berupa sawah atau tanah kering atau sawah dan



t anah kering.
Pasal 9.

Sudah di j el askan dal am Penj el asan Urum angka (8). Tanah yang
l uasnya 2 ha atau kurang tidak bol eh dialihkan untuk sebagi an,
kar ena dengan dem ki an akan tinbul bagi an atau bagi an-bagi an
yangkurang dari 2 ha. Kal au akan diali hkan maka harusl ah
semuanya. Tanah itu dapat dialihkan senuanya kepada satu orang.
Kal au di al i hkan senmuanya kepada | ebi h dari seorang nmaka nereka
yang menerima itu masing-masi ng harus sudah nmem liki tanah
pertani an paling sedikit 2 ha atau dengan peralihan tersebut
masi ng- masi ng harus nem li ki paling sedikit 2 ha. Mengenai
t anah-tanah yang | ebih dari 2 ha | arangan itupun berl aku pul a,
j1 ka karena peralihan itu tinbul atau bagi an-bagi an yang | uasnya
kurang dari 2 ha. Peralihan untuk sebagi an di per bol ehkan, jika
yang menerima itu sudah nmem liki tanah pertanian paling sedikit 2
ha atau ji ka dengan peralihan tersebut lalu nmemliki tanah paling
sedikit 2 ha dan jika sisanya yang tidak dialihkan | uasnyapun
masi h paling sedikit 2 ha. Msalnya tanah 3 ha boleh dijual 1 ha
kepada seorang yang nem liki 1 ha pula. Sisa yang tidak dijua
masi h 2 ha.

Larangan tersebut tidak berl aku nmengenai penbagi an wari san
yang berupa tanah pertanian.

Pasal 10 dan 11.

Sudah dij el askan dal am Penj el asan Urum angka (10). Apa yang
di t ent ukan dal am pasal 10 ayat 3 dan 4 tidak nmemer| ukan keputusan
pengadi |l an. Tetapi berl aku karena hukum set el ah ada keputusan
haki m yang nmenpunyai kekuatan untuk dij al ankan, yang nenyat akan,
bahwa benar terjadi tindak-pidana yang di mmksudkan dal am ayat 1.

Pasal 12.

A eh karena penbat asan nengenai tanah-tanah untuk perumahan
ti dak sepenting tanah-tanah-pertani an dan tidak nmenyangkut banyak
orang sebagai mana hal nya dengan tanah-tanah pertani an, maka soal
t ersebut akan di atur dengan Peraturan Penerintah, dem kian juga
hal nya dengan pel aksanaan sel anj utnya dari Peraturan Penerintah
Pengganti Undang-undang ini. Yang dem kian itu tidak pul a
bert ent angan dengan pasal 17 Undang-undang Pokok Agrari a.

Pasal 13.

Ti dak nmener | ukan penj el asan
Ter masuk Lenbaran- Negara No. 174 tahun 1960.

CATATAN
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